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Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada awal tahun 2001, salah satu
kewenangan penting yang dilimpahkan kepada daerah adalah penetapan upah minimum
propinsi (UMP). Kemajuan yang sangat pesat ini memberikan keleluasaan kepada
pembuat keputusan di daerah dalam melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan
penciptaan lapangan kerja. Untuk itu penting sekali bagi pembuat kebijakan dan
seluruh pelaku ekonomi untuk dapat memahami seluk-beluk upah minimum regional
sertaperanannya dalam meningkatkan kese jahteraan masyarakat.

Lembaga Penelitian SMERU menerbitkan buku kecil dalam bentuk komik yang
berjudul "Upah Minimum di Era Otonomi Daerah". Buku kecil ini berisi berbagai
informasi mengenai UMP, produktivitas, penciptaan lapangan kerja serta kaitannya
dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bahasa sederhana yang
mudah dimengerti.

UMP merupakan kebijakan yang sangat penting karena kaitannya yang erat dengan
penciptaan lapangan kerja, terutama pada saat perekonomian bergerak lambat dan
tingkat pengangguran tinggi. Selamat kepada SMERU dan mudah-mudahan buku kecil
ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Agustus 2002
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
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Dengan diberlakukannya kebijakan ofonomi daerah, kini kewenangan untuk
menentukan upah minimum telah diserahkan kepada daerah. Ini berarti terdapat
kebutuhan di kalangan pengambil keputusan di daerah untuk dapat memahami
mekanisme penentuan upah minimum dan dampak yang dapat ditimbulkannya.

Masalah upah minimum bukanlah semata-mata masalah penentuan tingkat upah,
tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari masalah iklim usaha di daerah serta upaya
daerah untuk menarik investasi, yang pada akhirnya berpengaruh secara langsung
terhadap upaya penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Dengan kata lain,
masalah upah minimum sangat terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat di daerah.

Buku kecil ini merupakan salah satu upaya untuk menyediakan informasi mengenai
kebijakan upah minimum. Isi buku kecil ini adalah intisari dari hasil studi mengenai
dampak kebijakan upah minimum yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU pada
tahun 2001. Studi ini dilaksanakan atas permintaan dari Direktorat Ketenagaker jaan
BAPPENAS dan Partnership for Economic Growth (PEG)/a USAID funded project.

Semoga buku kecil ini dapat membantu semua pihak yang terlibat dalam penentuan
upah minimum di daerah untuk melihat peranan kebijakan ini dalam konteks yang lebih
luas, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat di
daerah.

Jakarta, Agustus 2002
Lembaga Penelitian SMERU
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Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten
Seruni sedang menyusun kebijakan untuk
menentukan upah minimum yang baru.
Menanggapi hal itu serikat pekerja
menuntut agar upah minimum dinaikkan
sebesar 30%.

Wah.. Kalau upah minimum naik 30%
aku bisa bangkrut, sekarang saja sudah
susah.. Aduh gimana nih

Semoga Pemda memperhatikan
nasib kita dan menyetujui
tuntutan tersebut.

Barangkali nanti aku bisa
mengirim uang lebih
banyak ke kampung.

Ya, semoga saja.
Tahun ini anakku akan lulus
SD. Kalau upah minimum naik
MP,

dia bisa melanjutkan ke S '

Kalau upah minimum naik 30%, biaya
Operasional akan semakin tinggi. Kalau tren terus
begini, perusahaan kami terpaksa memutuskan
akan mengganti mesin-mesin yang ada sekarang
dengan mesin -mesin yang lebih efisien dan
menggunakan fenaga kerja lebih sedikit.

besaran dong...

Wah..kalau begitu akan
terjadi pengurangan
karyawan secara besar-

Ya, apa boleh buat, itu sudah
resiko. Kita hanya perlu
tenaga kerja terampil untuk
mengoperasikan mesin-mesin
baru.

Ya, memang berat bagi pekerja yang
kehilangan pekerjaan. Tetapi kami
tidak punya pilihan. Kita hanya perlu
tenaga terampil untuk mengoperasikan
mesin-mesin baru.

—




Ini masalah yang rumit. Siapa yang mewakili kita
unfuk rapat tripartit nanti? Kita mengerti kondisi
pekerja, tapi kenaikan upah minimum 30% kan berat
untuk pengusaha. Jumlah pekerja terpaksa dikurangi
dan kita pasti akan didemo.

Kalau upah minimum naik lagi, produk
ekspor kami jadi tidak kompetitif.
Dengan berat hati kami harus mencari

lokasi di negara lain yang
lebih kompetitif.

Pertemuan informal antara Bupati (Pak Trisno), Pakar (Bu Endang)

Jadi serba salah. Lagipula kalu upah minimum dan tokoh LSM daerah (Pak Joko) di ruang kerja Bupati Kabupaten Seruni

naik tapi produktivitas tidak naik,
kita rugi, dong.

Pak Bupati, saya dengar pekerja di
kabupaten Seruni menuntut kenaikan
upah minimum sebesar 30%. Apa yang
akan dilakukan Pemda? Dan bagaimana
reaksi pengusaha?

Lho, itu kan bisa menimbulkan dampak negatif.
Soalnya kalau upah naik sebanyak itu pasti ada pengusaha tidak
mampu membayar, lalu terpaksa menciutkan jumlah pekerja.

Nanti akan ada ledakan pengangguran di daerah ini.

Tya benar, kan sekarang harga-harga barang
sudah naik, kita memang harus menaikkan
standar hidup pekerja supaya mereka juga
bisa hidup layak. Kenaikan upah minimum 30%
memang masuk akal kok.




Tapi Bu, di daerah ini banyak perusahaan yang untung
besar dari penjualan dalam negeri dan ekspor. Tidak
mungkin mereka nggak mampu, ya.......Setidaknya sebesar
KHM*. Mereka kan punya banyak uang.

Kita harus berhati-hati, Iho Pak, jangan sampai kita
seperti beberapa negara Amerika Latin yang ekonominya
berantakan gara-gara kebijakan upah minimum*

Kok, bisa begitu Bu?

* lihat kotak 1 * lihat kotak 2

KOTAK 1
Kebutuhan Hidup Minimum

Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) adalah suatu ukuran kebutuhan fisik minimum peker ja, mencakup komponen makanan
(3000 kalori per hari) dan kemponen non-makanan seperti pakaian, perumahan, transportasi dan jasa. Nilai KHM
sekarang ini berkisar Rp. 400.000 - Rp 500.000 per bulan untuk setiap pekerja. Meskipun KHM dihitung lebih tinggi
dari garis kemiskinan, KHM merupakan suatu standar hidup yang diharapkan bisa dipenuhi oleh sebagian besar pekerja
Indonesia. Beberapa tahun belakangan ini KHM dijadikan patokan untuk menentukan upah minimum di berbagai daerah.
Hal ini sebenarnya tidak tepat, karena: pertama, upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja, bukan
suatu standar yang bersifat absolut seperti KHM; kedua, nilai KHM tidak realistis untuk keadaan pasar tenaga kerja di
Indonesia. Faktanya nilai KHM hampir tiga kali upah rata-rata pekerja di industri skala kecil atau buruh tani padi.
Walaupun misalnya Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi seperti Korea Selatan pada tahun 1970-an, kebanyakan
peker ja belum bisa mencapai standar hidup KHM ini dalam 10 tahun ke depan, memang demikianlah tingkat kemampuan
ekonomi kita. Jadi jika kita menetapkan upah minimum berdasarkan KHM maka hal tersebut tidak realistis. Mungkin
hanya sedikit pekerja di sektor modern dengan produkhwtas tinggi saja yang dapat berharap untuk menikmati upah
tinggi yang didasarkan pada KHM.

Mereka menaikkan upah pada saat pertumbuhan
ekonomi sedang lambat, sehingga banyak perusahaan
memberhentikan pekerjanya. Nah, akibatnya
pengangguran naik dan mereka yang menganggur lari
ke sektor informal, dan hal ini dapat meningkatkan
angka kemiskinan.

Wah, saya nggak ingin kejadian di Amerika Latin
terulang disini. Tapi gimana caranya supaya kita
bisa memberi upah yang lebih tinggi di Seruni. Kita
harus memikirkan kesejahteraan mereka. Kalau
upah minimum bisa naik, ya.. sebesar 30%, kan bisa
mengejar ketinggalan dengan negara lain seperti
Thailand dan Malaysia.




KOTAK 2
Pengaruh Upah Minimum Terhadap Keempatan Kerja

Penelitian di Amerika Latin menunjukan bahwa tingginya upah minimum telah mengakibatkan biaya
produksi yang terlalu tinggi di sektor formal, sehingga mengakibatkan pertumbuhan kesempatan kerja
yang lambat dan peningkatan konsentrasi jumlah pekerja di sektor informal. Upah minimum yang relatif
tinggi telah meningkatkan biaya tenaga kerja di sektor industri, sehingga membuat industri tersebut
tidak kompetitif secara internasional dan mengurangi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penelitian
lain menemukan efek pengangguran yang besar akibat kebijakan upah minimum di Kolombia, dimana
dampak terbesarnya dirasakan oleh peker ja yang memiliki keterampilan rendah. Berbeda dengan kondisi
di Amerika Latin, umumnya pasar tenaga kerja di Asia relatif fleksibel - khususnya dalam masalah
pengupahan. Malaysia dan Singapura tidak memiliki upah minimum. Korea Selatan memiliki upah minimum
untuk pekerja, yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi besarnya jauh di bawah upah pasar.
Konsekuensi dari kebijakan tersebut terdapat perbedaan yang relatif kecil dalam tingkat upah dan
produktivitas antara sektor modern dan sektor non-modern.

Memang, kalau kondisi ekonomi kita baik,
perusahaan mungkin dapat menaikkan upah
minimum, tapi 30% kayaknya terlalu besar
deh, Pak. Perekonomian kita kan masih
lemah karena krisis ekonomi, permintaan
konsumen dan pasar ekspor juga menurun.

Banyak |ho, perusahaan yang sulit
bertahan. Kalau mereka dibebani kenaikan
upah minimum sebesar itu..wah bisa-bisa
mereka akan bangkrut, terutama
perusahaan padat karya. Nanti kan yang
rugi pekerja juga, Pak.

Nah... itu dia! Masih banyak perusahaan pada
karya yang tidak membayar upah sesuai
ketentuan upah minimum. Justru perusahaan-
perusahaan itulah yang harus lebih diawasi
pemerintah, ya kan, Pak? Kebanyakan mereka
masih membayar upah rendah meskipun sudah
diatas upah minimum, malah saya baca ada
yang dibawah upah minimum.

Tapi kita juga harus ingat, banyak perusahaan
padat karya mempunyai marjin laba rendah.
Mungkin banyak nggak bisa bertahan jika upah
minimum dinaikkan sebesar itu. Agar biayanya

tetap terjangkau, perusahaan akan lebih banyak

menggunakan mesin dan mengurangi jumlah
pekerja.




a betul, dan saat ini jumlah penduduk
Kabupaten Seruni semakin membengkak.
Kalau pertumbuhan sektor formal
lambat, maka yang bekerja di sektor
informal akan semakin banyak, misalnya
jadi buruh tani, tukang ojek atau
penarik becak.

Kualitas kerja mereka pasti jadi turun, begitu juga dengan
pendapatan mereka. Apa strategi kita untuk mencegah hal itu?

Wah, memang tidak mudah mencari strategf
yang tepat, Pak. Tingkat upah di Indonesia
memang masih rendah. Pertumbuhan
ekonomi yang mendukung pertumbuhan
lapangan kerja dan produktivitas adalah
Jjalan keluar yang terbaik...

Wah, ternyata masalah upah
minimum ini rumit, ya. Tapi saya
tidak mau lebih banyak masalah lagi
bagi pekerja di Kabupaten ini.

... Tapi anda tahu sendiri, kan, bagaimana
keadaan ekonomi kita? Kita perlu membenahi
perekonomian kita terlebih dahulu, dengan
mendorong pertumbuhan sektor riil dan

meningkatkan produktivitas pekerja.*

* Lihat kotak 3

KOTAK 3
Upah dan Produktivitas

Tingkat upah di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan tingkat upah di negara-negara tetangga di Asia
Tenggara. Hal ini terutama disebabkan produktivitas yang rendah dan besarnya jumlah tenaga kerja yang mencari
pekerjaan. Tingkat upah terutama ditentukan oleh tingkat produktivitas atau output yang dapat dihasilkan oleh
seorang pekerja. Kalau kita melihat lebih jauh lagi, ternyata tingkat upah, produktivitas dan pendapatan per-kapita
memiliki hubungan satu sama lain. Sebagai contoh, tingkat upah tenaga kerja tidak terampil di Indonesia lebih
rendah dibandingkan dengan di Thailand dan Malaysia. Tidak mengherankan bila pendapatan per-kapita di Thailand
dan Malaysia lebih tinggi dibandingkan di Indonesia.

Cara terbaik untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekerja adalah dengan memberi kesempatan
mereka untuk bekerja lebih produktif. Kebijakan pemerintah harus mendukung sektor-sektor yang mampu menyerap
tenaga kerja lebih banyak. Usaha kecil-menengah juga harus mendapat prioritas karena tenaga kerja Indonesiayang
bekerja disektor tersebut jumlahnya besar. Dengan kata lain, kebijakan dan iklim usaha yang ada harus bisa
meningkatkan produktivitas pekerja agar mereka bisa meningkatkan kese jahteraan mereka melalui usaha sendiri.




Ya, dan yang penting masalah upah minimum jangan dipeti-eskan
begitu saja. Emosi penduduk di daerah ini tinggi dan kadang-
kadang susah dikendalikan. Kalau demostrasi sampai terjadi

disini..wah..saya nggak bisa membayangkan.

Anda berdua benar, kita harus
tetap menyelesaikan masalah upah
minimum ini, atau akan mendapat
reaksi yang keras dari serikat
pekerja.

Kita harus bisa berkomunikasi
dengan mereka agar mereka juga paham
permasalahannya.

Ya, kita harus bisa menyakinkan serikat
pekerja dan asosiasi pengusaha, bahwa
permasalahan upah minimum ini sangat
sensitif. Fungsi utama dari upah minimum
adalah sebagai jaring pengaman sosial bagi
pekerja yang sering diperlakukan tidak
adil oleh pengusaha dan yang tidak menjadi
anggota serikat pekerja.

Bagaimana jika besarnya upah minimum
Di bawah KHM? Kalau itu terjadi, saya
yakin akan terjadi demonstrasi besar.

Jadi fungsinya untuk melindungi pekerja
agar tetap memperoleh hidup yang layak,
ya kan, Bu?*

[N

* lihat kotak 4



Kotak 4
Upah Minimum Sebagai Alat Kebijakan Sosial

Upah minimum untuk pertama kalinya diperkenalkan di negara-negara industri maju pada awal abad 20 untuk
mengatasi perlakuan yang kurang adil terhadap kelompok marjinal di pasar tenaga kerja (misalnya pekerja
perempuan dan pekerja yang tidak terampil). Sesudah itu kebijakan upah minimum dicontoh oleh negara-negara
lain sebagai dasar untuk menentukan besarnya upah, termasuk di Amerika Serikat. Prinsip utama dalam
pelaksanaannya adalah memberikan dukungan kepada pekerjayang kurang beruntung.

Namun demikian, kebijakan upah minimum sebaiknya tidak dijadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan upah
rata-rata pekerja. Penentuan upah minimum harus disesuaikan dengan kondisi pasar kerja dengan mengingat
kepentingan pekerja dan pemberi pekerjaan, melalui kontrak individu ataupun kontrak kelompok. Pekerja harus
dilindungi oleh peraturan dan perundangan ketenagakerjaan yang mengatur hak serikat pekerja dan kondisi
pekerja. Tetapi sering sekali kebijakan upah minimum menjadi alat "populis” bagi pemerintah. Mereka sering
memberikan janji dengan memaparkan kebijakan yang bisa memikat hati pekerja. Namun kebijakan yang
mempunyai maksud baik tersebut secara tidak sadar justru merugikan pekerja marjinal yang tidak terampil,
pekerjadisektor informal dan pekerja UKM (Usaha Kecil Menengah) yang seharusnya dilindungi.

Nah ini dia yang sering jadi masalah. Pak
Joko, coba kita berusaha memisahkan upah

minimum dan KHM. Upah minimum seharusnya

tidak bersifat mutlak, tetapi relatif

dibanding upah yang berlaku di banyak tempat
kerja pada saat ini. Misalnya upah minimum
ditentukan sebagai persen terhadap upah
rata-rata, dan kenaikannya sejalan dengan
meningkatya indeks harga konsumen (THK).

Tapi Bu Endang, mengapa
kenaikan upah minimum tidak
berdasarkan KHM saja? Kan,
lebih penting untuk
kesejahteraan buruh?

asalahnya, penentuan KHM terkadang menjadi
subyektif sekali karena ferkait dengan tingkat
kesejahteraan pekerja. Tapi, KHM lebih cocok untuk
menganalisis masalah kemiskinan, bukan sebagai
standar untuk menentukan fingkat upah. Jadi lebih
tepat jika kenaikan upah minimum didasarkan pada
perubahan IHK. Apalagi penentuan nilai KHM itu lebih
susah pengukurannya, sementara kalau IHK lebih
- Jjelas.

Terus untuk saat ini apa sebaiknya
yang harus kita lakukan?

Yang penting, Pemda Seruni harus
berusaha meningkatkan kesejahteraan
dengan jalan lain, dengan bekerja lebih
keras agar dapat menunjang kegiatan
usaha kecil dan menarik investor untuk
menanam modal di daerah ini. Bapak
dan anggota DPRD harus bisa
memenuhi kebutuhan sosial
masyarakat, khususnya di bidang
kesehatan, pendidikan dan pelayanan
publik yang perlu diperbaiki.




Betul sekali Pak Joko, dan yang paling penting
kita perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang
sangat dibutuhkan penduduk di daerah ini. Kita
harus memperkenalkan program bantuan untuk
usaha kecil sambil memikirkan potensi
masyarakat yang bisa dijual sehingga investor
mau datang ke sini.

/

Tapi pemerintah harus bisa bertindak
bijaksana, jangan sampai melakukan
tindakan atau menetapkan peraturan yang
mengacaukan kegiatan ekonomi. Misalnya

menarik pajak yang tinggi, sehingga
membatasi perdagangan dan investasi. Nah,

Pak Bupati saat ini berada pada posisi yang
pas sebagai pimpinan daerah, kami

berharap Bapak dan aparatur Pemda

lainnya bisa bersikap lebih bijak dan
berhasil melakukan tugas ini.

Iya, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk
membangun daerah ini menjadi lebih sejahtera.







